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TENTANO 

PBNGBLOLAAN DAN P£MAl'l'FMTAN DA.NA KA.PITAS! DAN NON KAPITASI 
(PERSALUfAN, RAWAT INAP, DAN RUJUKAN) JAMINAN KESEHATAl'I 
NASIONAL (JIOI) PADA FASILJ'l'AS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

MILII< PEMERDITAH DAERAH DI KA.BUPATB!f LEBOIIG 
TAHUN2014 

Menimbang 

DENO.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA'l'l LEBONG 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan 
Kesehatan dan menjamin ke)ancaran Pelll}'anan 
Kesehatan Dasar dan pcrsalinan dalam 
Penyelenggaraan Jaminan Kesebatan Nasional sesual 
amanat Undang-Ondang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (JKN) clan 
Undang-Undang Nomor 24 Ta.bun 20 l I ten tang Badan 
Pcnyclengara Jaminan Sosial (BPJS) juga untuk 
melaksanakan pen>.turan prcaiden Nomor 32 tahun 
2014 tentang l'engelolaan clan Pemanfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FK'l'P milik 
Pemerin~ Daerah Dan Peraturan Menteri Kesehatan 
Rebublik lndoneseia (RI) cl i jabarkan Jlomor 19 tahun 
2014 tentang Penggunaan Dana Kapltasi Jaminan 
Keschalan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 
dan Duk\ulgan Biaya Operasional J)!lda Fasilitas 
Kesehal8.n Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah 
Oacrah; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangao sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkasl Peraturan 
Bupati ,cntan.g Pengelol~n clan Pemanfaatan Dana 
Kapita si Persalinan Rawat !nap Jaminan Kescbatan 
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kcsehatan Tingkat 
Pcrtama. 



Menei.apkan 

2013 (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 255); 

9 . Peraruran Presiden Nomor 32 tahun 2014 lellt.ang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kcscha\a.n Nasional pada Fasilita& Kesehatan Tingkat 
Pcrt.aroa Milik Pcmcrinl.8h. Daerah (Lcmba.ran Negara 
Rcpuplik Indonesia Tahuo 2014 Nomor 81); 

JO. Peratumn Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
ceotan g standar Tarif ~ layanan Kesehatan pada 
Fasilitas Kcsehatru, Tingkat Penama dan FasilitaS 
Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kcschatan fberita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 nomor 1392); 

l l. Pcraluran Mentcri Keschatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pclayanan Kesehatan pada .Jaminan 
Kesehatan Nasional (berita Negara Republik Indonesia 
T,thun 2013 Nomor 1400); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 20 l 4 
tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kcsehar.s.n Nasional untu.k Jase Pelayanan Keseharan 
dao Ouknngan Biaya Operasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingka.t Pertama Milik Pcmerlntah Dacrah 
(Serita Negara Republil< Indonesia 'l'ahun 2014 Nomor 
589); 

13. Perat:uran Menteri Dalam Ncgerl Rebuplik Indonesia 
Nomor : 900/2280/SJ. tcnt.ang petunjuk t.eknls 
penganggaran pelaksana dan penatausahaan serta 
pcrtanggung jawaban dana kapitasi Jaminan 
Kesch.atan Nasional (JKN) pads Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemeri,;,tah Dacrah. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENT.AHO PBl'JGELOLAAN OAR 
PEMANFAATAN OAl'IA KAPITASI JAMil'fAl'I KESEHATAl'I 
NASIONAL (JKN) PADA FKTP MU,IK PEMERINTAB 
DAERAB DAN OANA NON KAPITA.Elt MJI,IK (FASILITAS 
KESEHA-'fAN TINGKAT PERTAMA) FK.TP DI KAB,UPATEN 

LEBONG TAHUN 2014. 



Mengmgat J. Undang-Undang Nomor 09 Tahun I 967 tentang 
Pembentukan Provlnsi Bengkulu (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun l 967 Nomor l9 Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 2828); 

2. Uodang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teniaog 
K<cuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lemb;iran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 ten!8ng 
Pembentukan Kabupatcn Lebong dan Kabupatcn 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembo.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomc,r 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nornor 4349); 

4. Undung-Undang Nomor l Tahun 2004 lentang 
Perbendaharaan Negara fLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undnng-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang 
Pcmcrintahan Dacrah (1:..embaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republi k lndooesia Nomor 443.7), 
sebag-dimaoa telah beberapa kali diubab terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu.a 2008 
(Lembaran Negara Repub4ik rndoocsia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan l:..embaran Negara Republik 
lndoneNianomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undang 
[Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 20 ll 
Nomor 82, Tarnbahan uembaran Negara Rebuplik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Peramrao Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tent.ang 
berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 clan 
Pclaksanaao Pemerintah di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 4578); 

8. Peraturan Pre8iden Nomor 12 Tahun 2013 tcol:lmg 
Janunan Kesebatan (Lernbaran Negara Rep ublik 
Indonesia Tahun 20 I 2 nomor 29) srbagairnana te>al: 
diubah deng;m Peraturan Presidcm Nomor • IJ Tal:un 



BABJ 

KETENTUAN lJMUM 

Paul l 

Oalam pemturan B-upati ini, yang clirnakaud dengan : 
l. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong 
2 . Bupatiadalah Bupati Lebong 
3. Oinas Keschatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Oinas 

Kesehatan Kabupaten Lebong 
4, Kepo.la Oinas adaJah Kepala Dinas l<escbatan Kabupaten Lebong 
5. Jaminan Kesebatan Nasional yang selanjutnya dising;kat JKN 

adalah ,Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 
mempcroleb mrunfaat pcmeliharaan kesebalan dan perlindungan 
dalam mcmenuh.i kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 
kepada setiap ortlng yang telah membayar iuran atau 1urannya 
dibayar olch pemerintab. 

6. Fasilltas Kesehatan adalah fasilitas _pelayanan keschatan yang 
digunakao uotuk: menyelenggarnkan upayn pelayanan kesehatan 
perorangan, baik promotif, prcventif, kuratif maupun rehabilitatif 
yang dilakukan olch pemerintah, -pc:merintah daerab, dau/atau 
masyarokat, 

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang sclanjumya disingkat 
FK'TP adalah (asilitas kesehatan yang mclakukan pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk 
keperluan observasi, diagnosis, perawatan, -pengobatan, atau 
pelayanan kesehaitan lainnya. 

8 . Badon Penyclenggara Jami.nan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesebatan adalah badan hukum yang dibentuk 
unn,.k menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. 

9 . Peserta Program Penerima Bantuan luran (PBJ) adal$h seluruh 
peserta Jamkesmas dan Jamkesda yang memilild kartu 
Jrunkesmas dan Jamkesda ,uau sudah tercatat di database 
kepersertaan BPJS; 

10. Besaran tarif pelayanan adalah besar tarif pelayans.n kesehatan 
dasar yane digunakan mengacu pada ~ural cdaran Mcnteri 
Kesehatan Nomor HK/MENKES/31/1/2014 dan peraturan 
d.aerah, Ulrif pelo,ya nao jam.inan persalinan peserta PB! yang 
digunakan mengacu pads. pakct tarlf pcrsalinan yang dit.elapkan 
dengan Peraturan Menkes Nomor 2562/MENKES/ PER/XIl/2011. 
1'8.rlf Rawat inap yang digunakan mengacu pada peraturan Mcnteri 
Kesehatan Re b1.1plik Indonesia {RI) Nomor 69 Tabun 2013 dan tarif 
Ambulance uruuk_ Rujukan yang diguna.kao mengacu pada 
peratutan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 201 l. 

11. Dane Kapita&1 ndalah besarao pembayaran per-bulan yang d1bayar 
dimuka lrepada FKTP berdasarkan jUmlah l)eserta yang tcrdaftar 



Ian pa memperhimnglam jenis dan j11rnlab pelayanao kesehatan 
yang diberil<an. 

l 2. Penge/Qlaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaao, dan pcrtanggung jawaban dana 
kapitasi yang ditecima oleh FKTP dari BPJS Keschatan. 

13. Sataan Kerja Pemngkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD 
ada.lab perangkal daerah pada pemerintah daerah sclaku 
pengguna anggara.o / pengguna barang_ 

BABU 
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN 

Pa.oal l 

Kegialan Pelayanan Jaminan Kesehaian Nasional (JKN) di FKTP dan 
jetringannya meliputi Pelayanao Rawal Jalan Tingkat Pertama. 

Pasa.12 

1. BPJS Keschatao melakukan pembayaran ctana kapilasi kepada 
FKTP millk Pemerintah Daerah-

2. Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
didasarl<a n pad a Jumlah peserta yang terdaftar di FKTP scsuai 
data dari BPJS Kesehatan. 

3 . Dana kapitasi sebagaimanA dimaks>td pada ayat (1) dihayorkan 
langsung olch BPJS Kesehatan kepada bcndahara dana kapilasi 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilras t<esehatan 
Tingkat Pertama (Fl{TP). 

Pasal 3 

1. Kepala FKTP menya.mpaikan rencnna pendapatao dan belanja 
dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasionak {JKNJ Tahun berjalan 
kepada Kepela SKPD Dinas Kesehatan.. 

2 . Renoana pendapatiin dan belanja dana kapiuisi Jaminan 
Kesehalan Nasional (JKN) sebagalmana dimaksud pada aya1 lll 
mengacu pads jumloh peserla yang terdaftar di F'KTP dan besaran 
kapicasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sesuai dengan 
peraturan perundang-tmdangan yang berlaku. 

3. Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional {JKN) sebagaimana dima)<sud pada ayat (1) 
dianggru:kan dalam RKA-SKPO Dinas Kesehatan . 

4-. Tata earn dan !onnat penyusunari RKA·SKPO sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketenruan 
poralurao perundang•undangan di bidang pcngelolaan keuangan 
daerah-



Paaal4 

1. Kepala SKPD Din.as Kesehatan menyusun DPA-SKPD bordasarl<an 
peraturan dacrah tentang APBD tahun angaran berkcnan dan 
peraturan kepala daerah ten tang penjabaran APBD tahun 
anggaran berkenaan. 

2. Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD scbngaimana 
dimaksud pada ayat (l) dilakukan. sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan k:euangan 
daerah.. 

3 . Pembayaran dana kapita&i dari BPJS Kcsehatan dllakukru,. melaJui 
Rekcning Dana K.apitasi Ja.m.i.nan Kesehatan NasiQoal (JKN) pada 
FKTP dan diakui sebagai pendapatan. 

4 . Pendapatan sebagaimana dimaki;ud pada ayat (I) digunakan 
langsung untuk pelayf.lnan kesehatf.ln peserta Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) pada l"KTP. 

S. Dalam ha! pendapaian dana kapitasi Ciclak digunakan scluruhnya 
pada tahun anggaran berkenaa, dana !kapitasi tersebut dJ guoakan 
untuk tahun an~an berikumya. 

6. Kcpala FKTP bertanggung jawab seca ra formal clan material alas 
pendapatan dan bclanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasipnal (./KN). 

7. Tata cara dan formal penyusunan Laporan Keuangan sobagaimana 
dimaksud pada ayat (2) d.Hakukan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan PerudMg-undangan di bidang Pengclolaan Keuangan 
Daerah. 

BABm 
PEMANJl'AATAJII DANA KAPITASJ DI FKTP 

Pasal s 

Oruia Kapitasi JKN d.i FKTP dimanfaatkan seluruhnya unruk Jasa 
Pelayanan Kcsebatoo dan Dukungan Bi.aya Operasional PeJayanan 
Kcsehatan. 

Paaal6 

JaJ,Q Pelayanan Kesehatan pada pasaJ I meliputi jasa pelayanan 
kesehatan perorangan yang dHakukan oleh tenaga kesehatan dan 
tenaga non kesehatan dengan mempertlmbangkan variable : 
a . Jertis kctenagaan dan jabatan 
b. Kehad.irM 
dukungan biaya operasional pelaya:nan keschatan pada a.yat I 
meliputi biaya obal., slat ~har.an, bah.an medJs habia pakai da.~ 
dukungan biaya Opc.rasional Pdayanan Ke:sebatan lrunnya. 



Pual 7 

Variabel jenis ketenagaan dan jabatan s<!bagaimana dimaksud pada 
pasal (2) huruf a, dinilai sebagai berlkul, 
a . Tcnag11 med;s diberi nilai 150 
b. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Kepcrawatan {Ncrs ), diberi 

nilai 100 
c. Tenaga KesehatAn setara SI / D4 diberi nilru 60 
d. Tenaga non kcsehatan minimal setnra 03, tenaga kesehatan set.am 

D3 at.au dibawab D3 dcngan masa kerja lebih dari to te.hun diberi 
nilai 40 

e. Tenaga kesehatan dibawah 03 dibcri nilai 25 
r. Tenaga non kesehatan dibawah D3 dibcri nilal 15 
Untuk lcnaga kesehatan yang merangkap tugas tenaga admirustratif 
,sebagai kcpala FKTP', Kepala Tale U&aha, atau Bendahare Dana 
Kapitasi JKN diberi tambahan ailai 30. 
Untuk kehadiran scbagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b : hadir 
setiap ha,ri kerja diberi nilai I poin pcrhari jika terlambat hadir at.au 
pulang sebelum waktunya yang dialrumulasi sarnpai 7 jam dilrurang 1 
poin. 
Untuk ketidak hadiran akibat sakh at.au penugason keluar kota oleh 
kepala FKTP di kecual;kan untuk penilaian kehadiran. 

Pual8 

Jumlah jasa pclayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga 
kesehatan dan tcnaga non kcschatan dihitung dengan menggunakan 
Peraru.ran Meoteri Kesehataa RI nomor 19 tahun 201 4. 

Pasal9 

Alokasi daaa kapitasi untuk dukungan biaya Operasional Pelayanan 
Kesehatan scbagaimana dimaksud dimanfaatkan untuk: 
a. Oba!, alal keschatan, dan bahan medis, bab,s pakai 
b. Kegiatan operasional Yankes dan lainnya. 

Pcngadaan obal, alat kesehatao, dan bahan medis habls pakal dapat 
dilakukan melalui SKPO Dinas Kesehatan dengaa mempertimbangkan 
ketersediaan obat,alat kesehatan, dan bahan medis habis palcai yang 
dinlokasikan oJeh Pemerintab dan Pemerintah Daerah. 

PaaallO 

,Jasa Pelayanan Kesehalan di F"KTP pada ayat I ditetapkan 60% dari 
total penerunaan dana kap,tasi J KN dan 40% dimanfaatkan untuk 
dulrungan biaya Opetas.ional Pelayanan Kesebatan dengan rincian , 



-

a. Obat nlal kesehalall (Ian bahan medis habis pakai sebe$3T 20%, 
((lua puluh pcraenl 

b,. Kegiatan Opcrasional Pelayanan Kesehatan lainyan sebesar 20% 
(dua puluh persen). Dukungan kcgiamn opcrasional pelayanan 
kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 6 
hurup b melipuu : 
Upaya Kesehatao Perorangan berupa kcgiallln Promotif, Prcvenill, 
Kuratif, dan Rehabilitatif 
Kunjungan Rumab dalam rangka Upaya KesehataJ1 Peroraogan 
Operasional un[ul< PKM keliling 
Baban celalUUAU alat ttilis lw.ntor 
Administrasi Keuangan dan Sistem ln{()rmasi 
Sosialisasi tentang Program barn. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTuP 

Paaal 11 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap 
,orang mengetahuinya, memerintahka:n Perundangan Peraturan 
.Bupau ini dengan menempalkannya dalam Berita Dacrah Kabupaten 
L.ebongc 

Ditclapkan ell Tubei 
pada tanggal 9.1-l'tsw-tw - 2014 

t.. BUPATI LEBO~$ 

'1 H . ROSJONSYAH 

Diundaogkan di Tubci 
pada tanggalJU'--1,wtW - 2014 
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